
 

BUPATI BANGKA 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

SALINAN 
PERATURAN BUPATI BANGKA  

NOMOR 7 TAHUN 2020 
 

TENTANG  

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 15  

TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 
BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL                           

DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BANGKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKA, 

Menimbang :  a. bahwa guna efektifitas dan efesiensi pelaksanaan 

perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bangka perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap 
perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bangka; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a,  perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka 

tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bangka 
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas 

Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri 
Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bangka; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang  Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55)   
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan 
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja di 
Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1821); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4033); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas          

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  6322);   

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 
tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D); 

11. Peratran Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil 

Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita 
Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 18) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2020  (Berita 
Dearah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 1); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :   PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS 

PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 15 TAHUN 2015 
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 

BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI 
SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA. 
 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Perjalanan Dinas  Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil 
dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka 

yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka 
Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 
1), diubah sebagai berikut : 

 

1.  Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 14 

(1) Setiap Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang 

melakukan perjalanan dinas luar Daerah berlaku ketentuan sebagai 
berikut : 

a. paling banyak 9 (sembilan) hari dalam 1 (satu) bulan; 

b. Non Pegawai Negeri Sipil paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) 
tahun atau paling banyak 6 (enam) hari dalam 1 (satu) tahun,  

kecuali mengikuti diklat, bimtek, sosialisasi dan sejenisnya; dan 

c. Ketentuan pada huruf a dan huruf b tidak berlaku untuk perjalanan 
dinas luar Daerah dalam pulau Bangka. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi 
Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, 

Eselon II, Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK) Kabupaten, Ketua Dharma Wanita Kabupaten, Ketua Dekranasda 
Kabupaten, Ajudan Bupati/Wakil Bupati, Ajudan Pimpinan DPRD, 

Asisten Pribadi Bupati dan Notulen Komisi DPRD. 

(3) Terhadap Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang akan 
melakukan perjalanan dinas luar Daerah melebihi ketentuan 

sebagaimana pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus mendapat 
persetujuan tertulis dari Bupati. 

(4) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang 
ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh 
kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang 

harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan 
dalam Kota. 

(5) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan 
sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dapat dimintakan kepada PPK untuk mendapatkan persetujuan dengan 

melampirkan dokumen berupa : 

a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala 
Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau 

b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas. 
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(6) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPK 
membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang 

representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota pada DPA-SKPD/DPPA-
SKPD berkenaan. 

(7) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan 
sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 

tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf e sampai dengan huruf k. 

(8) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang 
ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan 
uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa 

kendaraan dalam Kota yang telah diterimanya kepada PPK. 

(9) Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan, 
uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf k.  

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka. 

 

Ditetapkan di Sungailiat 
pada tanggal 14 Januari 2020 

BUPATI BANGKA, 

 
Cap/dto 
 

MULKAN   
Diundangkan di Sungailiat 
pada tanggal  14 Januari 2020 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANGKA, 
 

Cap/dto 

 
ANDI HUDIRMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 7 

 
 

 
 

 

  

 
Diundangkan di Sungailiat 
pada tanggal  2 Januari 2020 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANGKA, 

     Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
  KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 

 
Cap/dto 

 
TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH 
PEMBINA TK I 

NIP. 19660608 198603 1 004 
 


